Kegiatan Pembelajaran 4
Kegiatan Perekonomian Indonesia

Kompetensi Dasar 1:

Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya

A. Materi

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan, yaitu penduduk baik perempuan atau laki-laki pada usia produktif, sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan atau sensus telah mempunyai suatu pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab. 

b. Tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari kerja

2. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Setiap negara memberikan batasan yang berbeda-beda tentang tenaga kerja. Misalnya, Amerika Serikat menetapkan batas minimal usia tenaga kerja 16 tahun dan India menetapkan usia kerja antara 14 – 60 tahun. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih, dan tidak menganut batas umur maksimal. Jadi, penduduk yang berusia kerja (usia 18 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, masih digolongkan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja atau manpower terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri atas (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas (1) golongan yang masih sekolah, (2) orang yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan (orang-orang cacat, jompo, dan orang yang sudah pensiun). Ketiga golongan bukan angkatan kerja tersebut di atas juga disebut sebagai angkatan kerja potensial, karena golongan ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu, kelompok ini sering disebut potential labor force.

3. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja (employment) merupakan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja, atau banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. 

4. Pengangguran

Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja atau kelompok usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. 

a. Macam-Macam Pengangguran

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi sebagai berikut.

1). Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur perekonomian. Umumnya negara berupaya mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industrial. 
2). Pengangguran friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja dapat disebabkan oleh:

a) kondisi geografis,

b) informasi yang tidak sempurna, dan

c) proses perekrutan yang lama

3). Pengangguran musiman

Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya, para petani, pada saat musim tanam mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat musim kemarau tidak mempunyai pekerjaan (menganggur).

4). Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern, sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. 
5). Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur (perubahan kegiatan perekonomian). 
Menurut aktivitas subjeknya, pengangguran dibedakan menjadi sebagai berikut: 
1). Pengangguran terselubung (disguised unemployment)

Pengangguran terselubung terjadi jika tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Misalnya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan sebenarnya cukup dilakukan oleh lima orang, tetapi dilakukan oleh tujuh orang. Oleh karena itu, yang dua orang sebenarnya adalah penganggur, hanya saja tidak kentara.

2). Pengangguran terbuka (open unemployment)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. 
3). Setengah menganggur (under unemployment)

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu
b. Dampak Pengangguran

1). Pertumbuhan ekonomi terhambat.

2). Penghasilan pajak negara menurun.

3). Kerawanan sosial.

4). Standar kehidupan menurun.

5). Kemunduran mental.

6). Terjadinya tindakan kriminal
5. Permasalahan Tenaga Kerja Di Indonesia

Permasalah tenaga kerja di Indonesia yang utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah penawaran kerja dibandingkan dengan jumlah permintaan kerja. Adapun penyebabnya antara lain:

a. Aspek kependudukan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif cepat. Pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Akibatnya jumlah permintaan kerja melebihi jumlah penawaran kerja sehingga menimbulkan pengangguran.

b. Aspek ekonomi

Perekonomian Indonesia sering kali mengalami fluktuasi, baik disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, maupun keamanan negara. Krisis ekonomi tahun 1997 telah menyebabkan beberapa perusahaan gulung tikar dan berimbas pada pemberhentian tenaga kerja. 

c. Aspek pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia cenderung rendah. Padahal perusahaan pada umumnya cenderung tidak menginginkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Selain permasalahan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran di Indonesia juga terjadi akibat ketidaksesuaian antara pendidikan yang dimiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pekerjaan yang ditawarkan.
6. Peranan Pemerintah Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja

Dalam rangka mengatasi pengangguran ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan pameran bursa tenaga kerja.

b. Mendorong majunya pendidikan yang memadai dan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik.

c. Pemberian informasi mengenai tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja.

d. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja, melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada. 

e. Meningkatkan transmigrasi yang merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya

B. Evaluasi

1. Sebutkan golongan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja!

2. Pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik usia muda cukup besar. Menurut kamu mengapa terjadi demikian?

3. Jelaskan perbedaan antara pengangguran terselubung dan setengan menganggur, serta berikan contoh!

Kompetensi Dasar 2:

Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia
A. Materi
Para ahli ekonomi membagi masalah pokok ekonomi yang dihadapi masyarakat ke dalam tiga persoalan, yaitu: 
a. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? 

b. Bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut?

c. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi?

Jawaban setiap negara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem diartikan sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri sebuah sistem antara lain:

a. Mempunyai tujuan,

b. Mempunyai batas-batas walaupun mungkin terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan,

c. Terdiri dari sub-sistem atau unsure/komponen system yang saling berhibungan dan saling berpengaruh dan saling tergantung dalam satu kesatuan system,

d. Sistem selalu berproses mentranformasikan atau mengubah input menjadi output system,

e. Terdapat mekanisme kontrol dalam system yang merupakan umpan balik,
f. Adanya mekanisme kontrol yang mempunyai kemampuan mengatur diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan/lingkungan.

Dengan demikian, Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ideologi suatu bangsa, perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Kendatipun demikian setiap sistem ekonomi selalu ditujukan untuk tujuan yang sama, yaitu:
a. Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.

c. Mengurangi jumlah pengangguran.

d. Pemerataan pendapatan. 
1. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Pemerintah tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.  Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.

a. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
b. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing
c.  Campur tangan pemerintah dibatasi.
d. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan

e. diproduksikan.

f. Harga-harga dibentuk di pasar bebas.

g. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta

h. semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

Kelebihan sistem ekonomi liberal

a. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.

b. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.

c. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.

d. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kekurangan sistem ekonomi liberal

a. Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.

b. Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.

c. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.

d. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Dengan demikian pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi.
Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. 
Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. 

Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri berikut ini.

a. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
b. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama.
c. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
d. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.

e. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.

f. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

Kelebihan sistem ekonomi sosialis

a. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.

b. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin,

c. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.

Kekurangan sistem ekonomi sosialis.

a. Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.

b. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.

c. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta.
Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi.
Sebagian besar negara di dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satu sistem ekonomi. Umumnya mengombinasikan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Misalnya saja Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya. Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah.
Ciri-ciri dari sistem ekonami campuran.

a. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.

b. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi.

c. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

d. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.

e. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
f. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. 
4. Sistem Ekonomi Indonesia

Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi Akibat ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.
a. Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem perekonomian di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. 
Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta

5) pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
6)  Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

7) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

8) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

9) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
b. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.
Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan
1) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2) Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

5) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat
B. Evaluasi

1. Mengapa sistem ekonomi setiap negara berbeda?

2. Jelaskan perbedaan antara sistem ekonomi liberal, sosialis, dan campuran!

3. Sebutkan negara-negara yang pernah menganut sistem perekonomian sosialis!

4. Apa alasa Indonesia beralih dari sistem ekonomi demokrasi menjadi sistem ekonomi kerakyatan?

5. Jelaskan mengenai hal-hal yang menjadi pola dasar pemikiran dalam sistem ekonomi kerakyatan!
Kompetensi Dasar 3:

Mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional
A. Materi
1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak  (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2).
2. Pengertian Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Contoh retribusi antara lain karcis parkir kendaraan, karcis pasar, karcis masuk terminal, dan lain-lain. 
3. Ciri-Ciri Pajak

a. Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan, 
Artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.
b. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang.

Seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat  (2) menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain 
c. Wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. 
Artinya para wajib pajak yang telah membayar pajak tidak akan mendapatkan balas jasa berupa barang maupun uang akan tetapi, dengan pembayaran pajak tersebut para wajib pajak akan memperoleh manfaat secara tidak langsung, yaitu berupa tersedianya fasilitasfasilitas umum dari pemerintah, seperti jalan,  pasar, sekolah, dan sebagainya. 
4. Dasar Pemungutan Pajak

Pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum, seperti penyediaan sarana dan prasarana jalan, pelayanan pemerintah berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan lain sebagainya.
Pemungutan pajak tidak asal pungut, tetapi ada aturan-aturan yang mendasarinya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memungutnya harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, undang-undang perpajakan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan sekarang.

Berikut ini dasar-dasar dalam pemungutan pajak.

a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

d. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

e. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
5. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Ada lima prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu:
a. Prinsip Keadilan (Equity)

Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

b. Prinsip Kepastian (Certainty)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas,  jelas, dan ada kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

c. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (Convience)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak. 
d. Prinsip Ekonomi (Economy)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan. 
6. Unsur-Unsur Pajak

a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan.
Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal. Wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah pajak yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun.

b.  Objek Pajak 

Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan,  mobil. 
c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan. 
Berikut ini beberapa bentuk tarif pajak.

1) Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
2)  Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. 
3) Tarif pajak proporsional

Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 
4) Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Contoh tarif pajak tetap adalah bea meterai.

7. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut, sifat, dan golongan. 
Berdasarkan Pihak yang Memungut

a. Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan. Pajak negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak negara, yaitu Pajak Penghasilan  (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing, serta pajak atas royalti dan dividen.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Pajak daerah dimiliki setiap daerah dan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan subjek pajak, objek maupun tarif pajak daerah. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut antara pemerintah daerah tingkat I dengan tingkat II berbeda-beda. Secara umum contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,  bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.
Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
Berdasarkan Golongan

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung, yaitu Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea impor. Akan tetapi beban pajaknya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Dengan demikian yang membiayai pajak sebenarnya adalah pemakai atau konsumen. Pajak tidak langsung lainnya adalah cukai tembakau atau pita rokok, dan cukai untuk minuman keras
8. Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan Tidak kena Pajak ( PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan tambahan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung atau menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

a. Rp  15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak. 

b. Rp  1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

c. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri: 

(1) Bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa. 

(2) Bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas. 

(3) Bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja. 

d. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. 

e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

Cara Menghitung PPh Pasal 21

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif

	sampai dengan Rp50.000.000,00 

di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 

di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 

di atas Rp500.000.000,00
	5%

15%

25%

30%


Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. 

Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut: 
Penghasilan Neto 1 tahun



Rp 96.800.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. Diri sendiri
Rp 15.840.000

b. Status menikah
Rp   1.320.000

c. Anak (3 x Rp 1.320.000)
Rp  3.960.000
Rp21.120.000,00-
Penghasilan Kena Pajak 



Rp75.680.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp 50.000.000,00



Rp 2.500.000,00 

15% x Rp 25.680.000,00



Rp 3.852.000,00 -
PPh pasal 21 terutang (setahun)


Rp 6.352.000,00

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2009 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2009 sebesar Rp 4.710.715,00. 

Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut: 

Penghasilan 3 bulan




Rp  4.710.715,00

Penghasilan 1 tahun: 
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 x Rp 4.710.715,00




Rp 18.842.860,00 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 


Rp 15.840.000,00 –
Penghasilan Kena Pajak 



Rp   3.002.860,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif)
Rp 3.002.000,00

Pajak penghasilan yang terutang 1 tahun  

5% x Rp3.002.000,00
= Rp 150.100,00 

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2009 (3 bulan) 
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  x Rp150.100,00 = Rp 37.525,00 

3. Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00. 
Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami 
Rp 219.608.000,00

Penghasilan Neto isteri 
Rp 109.192.000,00 +
Penghasilan Neto gabungan 
Rp 328.800.000,00

PTKP (K/I/3) 
Rp   36.960.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak 
Rp 291.840.000,00
PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :

5% x Rp 50.000.000,00
Rp   2.500.000,00 

15% x Rp 200.000.000,00
Rp 30.000.000,00 

25% x Rp 41.840.000,00
Rp 10.460.000,00 +
Jumlah 
Rp 42.960.000,00
a. PPh terutang untuk suami:
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Rp 26.693.308,00



 x Rp 42.960.000,00 = Rp 328.800.000,00

b. PPh terutang untuk SPT isteri:
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Rp 1.266.692,00



 xRp 42.960.000,00 = Rp 328.800.000,00

4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. 

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :
Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00. 

a. 
Penghitungan PPh terutang bagi suami: 

Penghasilan Neto suami 
Rp 219.608.000,00

PTKP (TK/3) 
Rp   19.800.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak 
Rp 199.808.000,00
PPh terutang suami: 

5 % x Rp 50.000.000,00
Rp   2.500.000,00 

15% x Rp 149.808.000,00
Rp 22.471.200,00 +
Jumlah 
Rp 24.971.200,00
b. 
Penghitungan PPh terutang bagi isteri: 

Penghasilan Neto isteri 
Rp 109.192.000,00

PTKP (TK) 
Rp   15.840.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak 
Rp 93.352.000,00
PPh terutang isteri :

5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00 

15% x Rp 43.352.000,00
Rp 6.502.800,00 +
Jumlah 
Rp 9.002.800,00
9. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dasar hukum pungutan pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 th 1985,  UU No. 12 Tahun 1994 dan beberapa peraturan terkait. Adapun yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan, meliputi: (1) bumi – permukaan bumi/tanah; (2) bangunan (konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada bumi, dan juga (3) termasuk bangunan seperti jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, dan tempat penampungan minyak. 

Adapun tanah dan bangunan yang dikecualikan dalam perhitungan PBB adalah tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk: (1) kepentingan umum; (2) pemakaman dan peninggalan purbakala; (3) dipergunakan perwakilan Diplomatik; dan (4) hutan lindung, suaka alam taman nasional, tanah yg dikuasai desa. Sedangkan pihak yang termasuk dalam penanggung PBB adalah pihak yang (1) mempunyai hak; (2) memperoleh manfaat; dan (3) memiliki/menguasai  orang yang tersebut diatas merupakan subyek PBB.

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

1). Dasar perhitungan : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)
2). Tarif : 0,5 %

3). Rumus : tarip pajak x NJKP

4). Besarnya persentase NJKP :

a. Sebesar 40% dari NJOP  untuk 

· perkebunan dan kehutanan

· objek pajak lainnya, jika nilainya lebih besar dari 1M

b. Sebesar  20% dari NJOP untuk

· Objek pajak pertambangan 

· Objek pajak lainnya jika nilainya kurang dari 1M

5). Cara menghitung PBB:

PBB = 0.5% x NJKP

   = 0,5 % x [Persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)]

6). NJOPTKP ditetapkan paling tinggi Rp 12.000.000,-

7). Apabila Objek Pajak lebih dari 1 NJOP maka pilih yg terbesar untuk dikurangi NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000,- sedangkan Objek Pajak yg lainnya dikenakan penuh tanpa dikurangi NJOPTKP 

Tahun Pajak dan Penagihan

a. Tahun takwin obyek pada tgl. 1 Januari 
b. Tempat terutang  - dimana obyek berada 
c. Dasar penagihan : SPPT , SKP , STP

d. SPPT – bila tidak tunggakan 

e. SKP – Besar pjk + denda Administrasi,  Bila tidak meng SPOP pokok + 25 %

Keterangan lain :  Sel SPOP dg hsl. Pemerk + 25 % 

f.  STP – pokok + bunga 2 % pbl max 24 bln 
Contoh Perhitungan PBB

1. Tuan Andi mempunyai tanah dan bangunan di Malang dgn luas 300 m2 dan 250 m2 masing2 dgn harga Rp 400.000,- dan Rp 250.000,- Hitunglah berapa PB yg dibayar Tuan Andi?
Jawab

NJOP Tanah = 300 m2 x Rp 400.000,-

=Rp   120.000.000,-

NJOP Bangunan = 250 m2 x Rp 250.000,-
= Rp    62.500.000,- 

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
= Rp  182.500.000,-

NJOPTKP




= Rp    12.000.000,-

NJKP





   Rp   170.500.000,-

PBB
=  0,5% x 20% x ( Rp 170.500.000,- ) 


=  Rp 170.500,-






2. Tuan Firman mempunyai 2 rumah, satu di Sidoarjo dan satu di Mojokerto dgn rincian sbb:

· Sidoarjo

Luas Tanah = 300 m2 ; NJOP = Rp  450.000,-

Luas Bangunan = 230 m2 ; NJOP = Rp 350.000,-

· Mojokerto

Luas Tanah = 320 m2 ; NJOP = Rp 340.000,-

Luas Bangunan = 260 m2 ; NJOP = Rp 325.000,-

Hitunglah PBB yg dibayar Tuan Firman?

Jawab:

Sidoarjo
NJOP Tanah = 300 m2 x Rp 450.000,-

= Rp 135.00.000,- 

NJOP Bangunan = 230 m2 x Rp 350.000,-
= Rp   80.500.000,-

NJOP Dasar Pengenaan PBB


= Rp 215.500.000,-

NJOPTKP





= Rp   12.000.000,-

NJKP





= Rp 203.500.000,-

Mojokerto

NJOP Tanah = 320 m2 x Rp 340.000,-

= Rp 108.000.000,- 

NJOP Bangunan = 260 m2 x Rp 325.000,-
= Rp   84.500.000,-

NJOP Dasar Pengenaan PBB


= Rp 192.500.000,-

NJOPTKP





=                           0

NJKP





= Rp 192.500.000,-

PBB = 0,5%  x 20% x (203.500.000 + 192.500.000)

          = Rp 396.000,-

3. PT Marina Residence menyewakan apartemen dengan spesifikasi

a. Luas tanah = 600 m2  ; NJOPT = Rp 2.000.000,- /m2
b. Bangunan Hunian → 
20 unit @20 m2 ; NJOP = Rp1.000.000,- /m2

10 unit @ 10 m2 ; NJOP = Rp 500.000,- /m2
c. Bangunan Sarana → Lift = 50 m2 ; NJOP = Rp 500.000,- /m2
d. Kolam Renang: 100 m2 ; NJOP = Rp 250.000,- /m2
e. Besarnya NJOPTKP adalah Rp  12.000.000,-

Hitunglah : PBB untuk type 20 dan type 10 per unit

Jawab:

1. Cari Total  NJOP PBB
a. NJOP Bumi = 600 m2 x Rp 2.000.000,- = Rp 1.200.000.000,-

b. NJOP Bangunan 

· Hunian :

Type 20 = 20 unit x 20 m2 x  Rp 1.000.000,- = Rp 400.000.000,-

Type 10 = 10 unit x 10 m2 x  Rp 500.000,-  = Rp  50.000.000,-

· Sarana:

Lift = 50 m2 x Rp 500.000,- = Rp 25.000.000,-

Kolam Renang = 100 m2 x Rp 250.000,- = 25.000.000,-

NJOP Bangunan = Hunian + sarana




    = Rp 500.000.000,-

2. Total Luas Bangunan Hunian 

( 20 m2 x 20 unit) + ( 10 m2 x 10 unit) = 500 m2

3. PBB terutang type 20 per unit

NJOP Bumi 
=  [image: image10.png]20m”
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  x Rp 1.200.000.000,- 
= Rp  48.000.000,- 

NJOP Bangunan 
= [image: image12.png]20m”
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   x  Rp  500.000.000,- 
= Rp   20.000.000,-
NJOP T + B
= Rp    68.000.000,-NJOPTKP
= (Rp   12.000.000,-)
NJKP            
= Rp     56.000.000,-
PBB = 0,5% x20% x Rp 56.000.000,-  = Rp 56.000,- 

4. PBB terutang type 10 per unit

NJOP Bumi
 =    [image: image14.png]10m”
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 x Rp 1.200.000.000,-   
= Rp  24.000.000,- 

NJOP Bangunan    =    [image: image16.png]10m”
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  x Rp  500.000.000,-    = Rp  10.000.000,- 
NJOP T + B





      = Rp 34.000.000,-

NJOPTKP





      = (Rp12.000.000,-)
NJKP




                  = Rp 22.000.000,-

 PBB  =  0,5% x20% x Rp 22.000.000,- = Rp 22.000
B. Evaluasi

1. Mengapa pajak menjadi sumber utama keuangan negara?

2. Jelaskan mengenai prinsip keadilan pada pemungutan pajak!

3. Apakah perbedaan antara subjek pajak dengan objek pajak?

4. Identifikasikanlah jenis-jenis pajak langsung dengan pajak tidak langsung!

5. Apakah akibatnya jika pemerintah menetapkan tarif pajak tinggi?

6. Mengapa pemerintah menarik pajak dari masyarakat? 
7. Apakah bentuk balas dari pemerintah untuk masyarakat?

8. Pak Handoko mempunyai tanah yang luasnya 400 m2. Bangunan yang ada diatas tanah luasnya 200 m2. Harga tanah per m2nya Rp350.000,00, sedangkan untuk bangunannya mempunyai harga jual sebesar Rp375.000,00/m2. Pak Handoko mempunyai taman mewah seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp75.000,00/m2. Selain itu Pak Handoko mempunyai pagar mewah sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000/m2. Persentase nilai jual kena pajak sebesar 20%. Berapakah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Pak Handoko?

9. Pak Renaldi seorang pengusaha dan mempunyai seorang istri dan tiga orang anak sebagai wajib pajak dalam negeri. Selama 3 bulan Pak Renaldi memperoleh penghasilan sebesar Rp10.000.000,00. Berapakah besarnya Pajak Penghasilan Pak Renaldi?
Kompetensi Dasar 4:

Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta  terbentuknya harga pasar
A. Materi
A. Pengertian Permintaan

Permintaan mencerminkan berbagai jumlah barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga. Fungsi permintaanatas suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Dalam hal ini hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta adalah negative, artinya jika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya. Secara matematis, fungsi permintaan adalah  Q = a – bP.  Koefisien fungsi permintaan (b) bernilai negatif, hal ini mencerminkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta sehingga sesuai dengan hukum permintaan. Penampakan kurva  permintaan, dijelaskan dalam gambar berikut: 
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Gambar Kurva Permintaan

B. Hukum Permintaan
Hukum permintaan berbunyi jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta naik dan sebaliknya atau Px naik ( Qx turun. Permintaan dari segi  subyek dibedakan anatra permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan individu merupakan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga oleh setiap individu. Sedangkan permintaan pasar merupakan penjumlahan atas permintaan individu.  Adapun data permintaan individu dan permintaan pasar disajikan dalam tabel berikut:
Tabel Skedul Permintaan Individu dan Permintaan Pasar
	Harga
	Permintaan Individu 1
	Permintaan Individu 2
	Permintaan Pasar

	2,00
	1
	1
	2

	1,00
	3
	2
	5

	0,50
	4,5
	3,5
	8


[image: image18.png]Individual 1

Px(8)

0

Individual 2

Px($) I

Market





Gambar Kurva Permintaan Individu dan Permintaan Pasar

Hukum permintaan berlaku dalam asumsi cateris paribus. Cateris paribus adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan selain harga adalah tetap. Faktor tersebut diantaranya selera, pendapatan, harga barang lain, tradisi/budaya dan ekspektasi. 

C. Pergerakan Kurva Permintaan 

Pergerakan kurva permintaan ada dua, yaitu permintaan yang bergerak sepanjang kurva (a long demand curve) dan permintaan yang bergeser ke kiri atau ke kanan (shift demand curve). Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan gambar 5.6 dan 5.7 sebagai berikut : 
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Gambar 5.6. Pergerakan di Sepanjang Kurva
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Gambar 5.7. Pergeseran Kurva Permintaan
Permintaan yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva permintaan disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya kurva permintaan tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu sendiri.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain: 
1) Harga barang itu sendiri

Jika harga barang itu sendiri naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kurva permintaan tidak mengalami perubahan. 

2) Harga Barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer 

Jika harga  barang substitusi naik, maka jumlah barang subtitusi yang diminta naik dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya jika harga barang substitusi turun, maka jumlah barang subsitusi yang diminta turun dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke kiri. Lain halnya dengan barang komplementer, jika harga barang komplementer naik maka jumlah barang komplementer yang  diminta turun dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kiri. Demikian halnya jika harga barang komplementer turun, maka jumlah barang komplementer yang diminta naik dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kanan. 

3) Pendapatan 

Jika pendapatan seseorang naik, maka jumlah barang yang diminta naik dan kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya jika pendapatan seseorang turun, maka jumlah barang yang diminta turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri.

4) Selera
Permintaan seseorang berubah karena selera terhadap barang dan jasa yang ada.

5) Struktur usia

Karakteristik usia penduduk mempengaruhi permintaan.

6) Jumlah pembeli dipasar

Jika jumlah pembeli dipasar banyak memungkinkan jumlah barang yang diminta naik dan sebaliknya.

7) Harapan yang akan datang 

Perubahan harga mendatang mempengaruhi  permintaan.

E. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada periode tertentu. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan antara lain, (1) harga barang yang bersangkutan, (2) pendapatan konsumen, (3) harga barang lain, (4) selera dan trend, (5) jumlah penduduk, (6) Iklan, (7) perkiraan konsumen di masa yang akan datang. 
Dari ketujuh variabel tersebut, variabel harga barang yang bersangkutan merupakan variabel yang paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan ke-6 variabel yang lain dianggap konstan.  Secara matematis penulisan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga adalah sebagai berikut:


Secara umum, bentuk fungsi permintaan adalah sebagai berikut:


Keterangan: 
Qdx
=  
Jumlah barang X yang diminta


Px 
=  
Harga barang X


a dan b 
=  
Parameter

Dalam mencari fungsi permintaan, Anda dapat menggunakan dua cara yaitu:

1). Dengan menggunakan rumus: Qdx = a - bPx
2). Dengan menggunakan rumus:
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Contoh:
Pada harga Rp 100,00 jumlah permen karet yang diminta adalah 10 bungkus. Jika harganya turun menjadi Rp 75,00 jumlah permen karet yang diminta adalah 20. Tentukan fungsi permintaannya!

Jawab:

1). Dengan menggunakan rumus: Qdx = a - bPx
Jika 
P1 = 100; Q1 = 10  


maka  Qdx = a - bPx  
10  
= a – 100b



P2 = 75; Q2 = 20  



maka  Qdx = a - bPx  
20  
= a – 75b    -


 -10
= -25b



    b = 
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Jika b = 
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,   maka
10 = a – 100b


10 = a – 100(
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 a  = 50 
Jika a = 50 dan b = 
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, maka fungsi permintaan adalah Qdx = 50 - 
[image: image26.wmf]5

2

P

2). Dengan menggunakan rumus:


[image: image27.wmf]1

2

1

2

Q

Q

Q

Q

P

P

P

P

-

-

=

-

-

1

1


Jika 
P1 = 100  dan  Q1 = 10                         


P2 = 75    dan  Q2 = 20 
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F. Pengertian Penawaran

Penawaran diartikan sebagai berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Adapun hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif, dimana jika harga naik maka barang yang ditawarkan naik, dan jika harga turun maka barang yang ditawarkan turun. Secara matematis fungsi penawaran adalah  Q = -a + bP.
Koefisien fungsi penawaran (b) adalah positif, hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Berdasarkan fungsi penawaran diatas, maka penampakan  kurva penawaran  pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar Kurva Penawaran

G. Hukum Penawaran

Hukum penawaran, jika harga barang turun maka jumlah barang yang ditawarkan naik dan sebaliknya, Px naik ( Qx naik. Penawaran dari segi subyek dibedakan antara penawaran individual dan penawaran pasar. Penawaran individu merupakan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh seorang individu pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar merupakan akumulasi atas penawaran setiap individu di pasar sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:
Tabel Skedul Penawaran Individu dan Penawaran Pasar
	Harga
	Penawaran Individu 1
	Penawaran Individu 2
	Penawaran Pasar

	2,00
	10
	5
	15

	1,00
	5
	3
	8

	0,50
	3
	1
	4


Berlakunya hukum penawaran, bersifat cateris paribus.Cateris paribus adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran selain harga adalah tetap. Faktor  tersebut antara lain : teknik produksi, harga barang lain, jumlah penjual dipasar, harga sumber, dan perkiraan harga yang akan datang. 

H. Pergerakan Penawaran 
Pergerakan penawaran ada dua, yaitu a long supply curve dan shift supply curve. Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan gambar sebagai berikut :
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Gambar Pergerakan di Sepanjang Kurva
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Gambar Pergeseran Kurva

Penawaran yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva penawaran disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya kurva penawaran tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu sendiri.

I. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain : 

1). Teknologi

2). Harga sumber produksi.

3). Perkiraan harga sumber dan harga barang yang akan datang 

4) .Jumlah penjual dipasar

5). Kebijakan pemerintah dan stabilisasi

6). Ekspektasi produsen di masa akan datang

J. Fungsi Penawaran

Fungsi penawaran suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada periode tertentu. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi penawaram antara lain, (1) harga barang yang bersangkutan, (2) keuntungan yang diperoleh dari memproduksi barang dan jasa lain, (3) tingkat teknologi, (4) biaya produksi, (5) perubahan jumlah produsen, (6) ekapektasi produsen  di masa yang akan datang. 

Dari keenam variabel tersebut, variabel harga barang yang bersangkutan merupakan variabel yang paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan ke-5 variabel yang lain dianggap konstan.  Secara matematis penulisan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga adalah sebagai berikut:


Secara umum, bentuk fungsi penawaran adalah sebagai berikut:

Keterangan: 
Qsx
= Jumlah barang X yang ditawarkan



Px 

= Harga barang X



a dan b = Parameter
Dalam mencari fungsi penawaran, Anda dapat menggunakan dua cara yaitu:

1). Dengan menggunakan rumus: Qsx = a + bPx
2). Dengan menggunakan rumus:
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Contoh:
Pada harga Rp 500,00 jumlah kue yang ditawarkan adalah 60 bungkus. Jika harganya turun menjadi Rp 700,00 jumlah kue yang ditawarkan adalah 100. Tentukan fungsi penawarannya!

Jawab:
1). Dengan menggunakan rumus: Qsx = a + bPx
Jika 
P1 = 500, Q1 = 60 
maka Qsx = a + bPx   
60   = a + 500b


P2 = 700, Q2 = 100  maka  Qsx = a + bPx  

100 = a + 700b    









 -40 = -200b









    b = 
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Jika  b = 
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,   maka  
60 = a + 500b



60 = a + 500(
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  a = -40

Jika a = -40 dan b = 
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2). Dengan menggunakan rumus:
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Jika 
P1 = 500  dan  Q1 = 60 


P2 = 700    dan  Q2 = 100 
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K. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan dimana pada tingkat harga tertentu, permintaan sama dengan penawaran. Dalam persamaan  Qd = Qs atau Pd = Ps. Penentuan keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan pendekatan tabel, kurva, dan matematika. Untuk memahami penentuan keseimbangan pasar dengan menggunakan pendekatan tabel perhatikan tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3. Skedul Permintaan dan Penawaran 

	Harga (P) 
	Jumlah yang diminta (Qd) 
	Jumlah yang ditawarakan (Qs) 

	Rp 
1000
	130
	10

	
2000
	90
	38

	
3000
	60
	60

	
4000
	40
	80

	
5000
	20
	90


Perhatikan tabel 5.3, dengan membandingkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dapat ditemukan tiga keadaan di pasar. Keadaan tersebut adalah surplus permintaan, keseimbangan, dan surplus penawaran. Surplus permintaan terjadi apabila jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau ketika Qd > Qs. Perhatikan tabel 5.3, ketika harga Rp 1.000,00 jumlah barang yang diminta adalah 130 dan jumlah yang ditawarkan adalah 10. Akibatnya jumlah barang yang diminta (Qd) lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan (Qs) maka terjadi surplus permintaan, yaitu sebesar 120 (Qd – Qs = 130 – 10 = 120). 

Surplus penawaran terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diterima atau ketika Qs > Qd. Pada harga Rp 4.000,00  terjadi surplus penawaran sebesar 40 bungkus (Qs – Qd = 80 – 40 = 40). Hal yang serupa juga terjadi pada harga Rp 1.000,00. 

Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta atau ketika Qs = Qd. Pada posisi keseimbangan pasar, baik pembeli dan penjual sama-sama merasa puas atas harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga yang diwujudkan yaitu sebesar Rp 3.000,00 dinamakan harga pasar atau harga keseimbangan.

Cara yang kedua untuk menentukan keseimbangan pasar adalah melalui penggabungan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berdasarkan tabel 5.3 di atas maka kurva permintaan dan penawaran yang terbentuk adalah sebagai berikut:

[image: image46.png]e

Surplus | permintaan

b=l

90 @0 B0 B0 foo 20 40
{Jumiah barang’ .





Gambar 5.11. Kurva Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terjadi apabila kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada satu titik. Berpotongnya kurva permintaan dan penawaran pada satu titik mencerminkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Perhatikan gambar 5.11. Kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada titik E. Pada titik E, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama yaitu 60 dan harga yang terbentuk adalah Rp 3.000,00. Dengan demikian harga keseimbangan adalah Rp 3.000,00 dengan jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar 60.

Cara yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan matematika. Berdasarkan data yang ada pada tabel 5.3, terlebih dahulu dihitung fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat harga keseimbangan kedua fungsi tersebut dimasukkan ke daalam persyaratan keseimbangan pasar, yaitu Qd=Qs atau Pd=Ps. Setelah harga keseimbangan diketahui, selanjutnya nilai harga keseimbangan disubtitusikan ke persamaan fungsi permintaan atau penawaran untuk menentukan tingkat jumlah keseimbangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini:

Diketahui: 
P1 = 6 
Qd1 = 200 
Qd2 = 300


P2 = 5
Qs1  = 800
Qs2  = 600

Fungsi Permintaan: 

Qd = a + bP 
200  = a + 6b



300  = a + 5b –



-100 = b



   b  = -100

Jika b = -100 maka 200 = a + 6b



200 = a + 6(-100)



200 = a - 600



    a = 200+600



    a = 800

Maka fungsi permintaan Qd = 800 - 100P

Fungsi Penawaran:

Qs = a + bP 
800 = a + 6b



600 = a + 5b –



200 = b



  b   = 200 

Jika b = 200  maka  800 = a + 6b


             800 = a + 6 (200)


             800 = a + 1200



   a = 800 - 1200



   a = -400

Maka fungsi permintaan Qs = -400 + 200P

Syarat Keseimbangan Pasar Qd 
= Qs


   800 -100P
= -400 + 200P

                                   -100P – 200P 
= -400 - 800

                                               -300P
= -1200

                                                       P
= 4

Jika P = 4  maka Qd = 800 – 100P

                                    = 800 – 100 (4)

                                    = 800 – 400

                                    = 400

Qd = Qs =400, maka keseimbangan pasar terbentuk pada tingkat harga P = 4 dan jumlah barang keseimbangan Qd=Qs=400

Keseimbangan pasar suatu barang yang telah terbentuk dapat berubah akibat adanya perubahan pada permintaan dan/atau penawaran barang tersebut. Perubahan permintaan dan penawaran tersebut disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran selain faktor harga barang yang bersangkutan. Ingat! Perubahan harga barang yang besangkutan hanya berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan bukan permintaan atau penawaran.
Contoh 1: Pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji pegawai negeri. Kenaikan gaji berdampak pada bertambahnya kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi nasi pecel, sehingga permintaan bertambah (diasumsikan nasi pecel adalah barang normal).
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Gambar 5.12. 
Pergeseran Keseimbangan Pasar akibat Bertambahnya Permintaan
Perhatikan Gambar 5.12. Pada awalnya, ketika harga Rp 3.000,00 jumlah nasi pecel yang diminta adalah 60 bungkus. Akibat adanya kenaikan gaji, kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi nasi pecel pada tingkat harga yang sama (Rp 3.000,00) meningkat menjadi 80 bungkus. Kurva permintaan pun bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawaran tetap. Akibat bertambahnya permintaan, sedangkan penawaran tetap maka keseimbangan pasar pun berubah. Harga keseimbangan naik menjadi Rp 4.000,00 dengan jumlah nasi pecel yang diperjualbelikan mencapai 80 bungkus. Titik ekuilibrium bergeser dari titik E ke E1. 

B. Evaluasi

Lankukan Langkah berikut:
1. Siapkan alat tulis: millimeter book, penggaris, bulpen/pensil (bolpoin warna jika ada)

2. Baca artikel dengan cermat

3. Kerjakan tugas evaluasi secara berurutan dan jelas



Artikel di atas menggambarkan keadaan pasar bawang merar Sulawesi Selatan (Sulsel) di Pasar Nunukan Kalimatan Timur (Kaltim). Berdasarkan artikel:
Tugas 1

1) Jika Anda sebagai pembeli, buatlah skedul permintaan bawang merah Sulsel merespon perubahan harga yang ada!

2) Jelaskan hubungan antara harga dengan perubahan jumlah yang Anda minta!

3) Wawancarai satu teman Anda, buatlah skedul permintaan bawang merah teman Anda!

4) Jika diasumsikan di pasar hanya ada 2 pembeli, Anda dan teman Anda, buatlah skedul permintaan pasarnya !

Tugas 2

5) Jika Anda sebagai petani bawang merah Sulsel, buatlah skedul penawaran bawang merah Sulsel merespon perubahan harga yang ada!

6) Jelaskan hubungan antara harga dengan perubahan jumlah yang Anda tawarkan (yang akan ditanam)!

7) Wawancarai satu teman Anda yang lain, buatlah skedul penawaran bawang merah teman Anda ketika dia menjadi petani!

8) Jika diasumsikan di pasar hanya ada 2 petani, Anda dan teman Anda, buatlah skedul penawaran pasarnya !

Tugas 3

9) Gambarlah:

a. kurva permintaan pasarnya dari skedul permintaan pasar yang dibuat!

b. kurva penawaran pasarnya dari skedul permintaan pasar yang dibuat!
10) Hitung fungsi 
a. permintaan pasarnya !
b. penawaran pasarnya !
11) Jika harga bawang merah Sulsel menjadi Rp 25.000,00, ramalkan:

a. jumlah barang yang diminta di pasar
b. jumlah yang ditawarkan di pasar
12) Tentukan Keseimbangan pasar dari:

a. kurva permintaan dan penawaran yang dibuat!

b. fungsi permintaan dan penawaran yang dibuat!

13) Bagaimanakah keseimbangan pasar bawang merah Sulsel ketika terdapat bawang merah Bima masuk pasar Nunukan dengan harga lebih murah!
14) Bagaimanakah keseimbangan pasar bawang merah Sulsel ketika terjadi gagal panen akibat banjir!

Qdx = f(Px)





Qdx = a - bPx





Qsx = f(Px)





Qsx = a + bPx





Harga bawang merah naik akibat kurangnya suplai


Minggu, 7 April 2013


Nunukan, (ANTARA News) - Harga bawang merah di Kabupaten Nunukan Kaltim terus mengalami kenaikan akibat kurangnya suplai dari Sulawesi Selatan.�"Saat ini harga bawang merah eceran sudah mencapai Rp35.000 per kilogram," kata Darma, agen bawang merah di Pasar Inhutani Kabupaten Nunukan, Sabtu (6/4). Menurutnya, harga ini mengalami peningkatan sejak dua pekan lalu akibat kurangnya suplai dari Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram.  


Darma memperkirakan harga bawang merah di daerahnya bisa stabil apabila suplai dari Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperkirakan tanggal 20 April 2013 mendatang. 


Hanya saja, dia belum bisa memprediksi harga bawang merah asal Bima tersebut tetapi diyakini harga akan mengalami penurunan. Ia mengakui, bawang merah yang dijual pedagang eceran di sejumlah pasar di daerah itu selama ini hanya dipasok dari Sulawesi Selatan karena jangkauannya dekat dan transportasi lancar.





Diadaptasi dari ANTARANEWS.com dalam � HYPERLINK "http://www.antaranews.com/berita/367504/harga-bawang-merah-naik-akibat-kurangnya-suplai" �http://www.antaranews.com/berita/367504/harga-bawang-merah-naik-akibat-kurangnya-suplai�, diakses tanggal 7 April 2013
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